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P U T U S A N

Nomor 1094/Pdt.G/2018/PA.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung, yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus

perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat,  umur 32 tahun,  agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,

tempat  tinggal  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  selanjutnya

disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat

tinggal  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  selanjutnya  disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat-alat   bukti  di

muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  berdasarkan  gugatannya  tertanggal  15  Nopember

2018,  telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kayuagung  dengan  register  nomor

1094/Pdt.G/2018/PA.Kag  tanggal  21  Nopember  2018  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat  adalah suami isteri  sah, yang

menikah  di  Desa  Ulak  Jarmun  pada  tanggal  20  Oktober  2018,  yang
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tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten

Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor nomor akta nikah;

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan,

sedangkan  Tergugat  berstatus  jejaka,  dan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat  tinggal  di,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum

dikaruniai anak;

3. Bahwa,  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3

hari,  setelah  itu  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi

pberselisih dan bertengkar;

4. Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat

- Tergugat  sering  menkonsumsi  narkoba  dan  Tergugat  juga  seorang

bandar narkoba

- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat

- Tergugat membohongi Penggugat masalah mas kawin Tergugat bilang

ada akan tetapi   setelah diminta Penggugat  ternyata mas kawin itu

tidak ada

5. Bahwa,  terjadinya  pertengkaran  terakhir  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi di rumah kontrakan di Desa Ulak Jermun pada tanggal 04

November  2018,  berawal  dari  Tergugat  yang  sering  mengkonsumsi

narkoba dan bahkan Tergugat juga adalah seorang Bandar narkoba, dan

semua barang dirumah juga habis di  jual  oleh Tergugat untuk membeli

barang  obat-obatan  terlarang  (Narkoba),  karena  hal  itu  membuat

Penggugat merasa tidak tahan dan ingin menghindari hal itu, dan antara

Penggugat  dan Tergugat  juga sebelumnya sudah memiliki  kesepakatan

setelah menikah Tergugat akan berubah dan tidak melakukan hal seperti

itu  lagi  akan  tetapi  masih  diulangi  lagi,  dan  Tergugat  karena  sudah
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keseringan  memakai  narkoba  sehingga  menimbulkan  dampak  yang

mengakibatkan sering mengeluarkan emosional yang berlebihan sehingga

Penggugat  dipukuli  oleh  Tergugat,  bahkan  Tergugat  berkata  ingin

menceraikan Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kontrakan

itu,  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  saling

memperdulikan  lagi  selama  1  minggu  3  hari,  sekarang  Penggugat

bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Jermun dan

Tergugat  bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Ulak Jermun;

6. Bahwa,  selama  ini  Penggugat  telah  berusaha  untuk  bersabar

dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,

namun  keadaan  tersebut  tidak  pernah  menjadi  baik  dan  sekarang

Penggugat  tidak  sanggup  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  dengan

Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa,  keluarga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  sering

berusaha  untuk  menasehati  dan  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga,

akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa,  dengan keadaan keluarga Penggugat  dengan Tergugat

yang demikian ini, sudah sangat sulit  untuk menciptakan keluarga yang

sakinah  mawaddah  warahmah  dan  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk  di

pertahankan; 

Bahwa,  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat

mohon  kepada Bapak Ketua  Pengadilan  Agama Kayuagung  melalui  Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan  gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU,  apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang

menghadap  di  persidangan  dan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah  untuk  menghadap  di  persidangan,  meskipun  berdasarkan  surat

Panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan, nasihat dan

pandangan yang cukup kepada Penggugat tentang betapa buruknya akibat dari

suatu  perceraian  itu,  serta  menganjurkan  agar  Penggugat  rukun  kembali

sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa,  kemudian  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya  Penggugat  mengajukan

bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/19/X/2018 tanggal

22  Oktober  2018  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan

Sirah  Pulau  Padang  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  yang  telah  bermeterai

cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P)

Bahwa, selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi

sebagai berikut: 

1. Saksi Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi

mengaku sebagai sepupu dan menerangkan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut;

§ Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  sebagai  suami  sah   dari

Penggugat;

§ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

§ Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  di rumah kontrakan di Desa Ulak Jermun, tidak pernah pindah-

pindah hingga berpisah;
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§ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniai anak ;

§ Bahwa  pada  awalnya  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  rukun  dan  harmonis  selama  kurang  lebih  3  hari,selebihnya.

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

§ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sering  berselisih  dan  bertengkar  karena  saksi  pernah  melihat  dan

mendengar  langsung  saat  Penggugat  dan  Tergugat  sedang  berselisih

dan bertengkar;

§ Bahwa  saksi  pernah  melihat  langsung  5  kali,  dan  mendengar

langsung  3  kali  saat  Penggugat  dan  Tergugat  sedang  berselisih  dan

bertengkar;

§ Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berselisih  dan  bertengkar  di

rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;

§ Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat berupa bertengkar cekcok mulut dan kekerasan pisik;

§ Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menkonsumsi narkoba,

berjudi  dan  menghabiskan  uang  Penggugat  untuk  hal-hal  yang  tidak

berguna;

§ Bahwa Perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat

dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Nopember 2018;

§ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir  antara

Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;

§ Bahwa saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah tempat

tinggal  selama  1  bulan,  Penggugat  yang  meninggalkan  kediaman

bersama;
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§ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  menjalin  komunikasi,

tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-

masing sebagai suami isteri;

§ Bahwa  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berupaya

merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

§ Bahwa  saksi  pernah   menasehati  Penggugat  dan  Tergugat,

namun  Penggugat  tetap  pada  keinginannya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

2. Saksi Penggugat II, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Ibu  rumah  tanggan,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,

saksi mengaku sebagai tetangga dan menerangkan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut;

§ Bahwa saksi  kenal  Penggugat  dan Tergugat  sebagai  pasangan

suami istri;

§ Bahwa saksi kenal Penggugat  dan kenal Tergugat sejak menikah;

§ Bahwa setelah menikah /  sejak kenal  dengan saksi  Penggugat

dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Ulak Jermun;

§ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

§ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniai anak;

§ Bahwa  pada  awalnya  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

§ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sering  berselisih  dan  bertengkar  karena  saksi  pernah  melihat  dan

mendengar  langsung  saat  Penggugat  dan  Tergugat  sedang  berselisih

dan bertengkar;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2018/PA.Kag 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

§ Bahwa  saksi  pernah  melihat  langsung  5  kali,  dan  mendengar

langsung  3  kali  saat  Penggugat  dan  Tergugat  sedang  berselisih  dan

bertengkar;

§ Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berselisih  dan  bertengkar  di

rumah  kediaman Penggugat dan Tergugat sendiri;

§ Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat berupa kekerasan pisik;

§ Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  Tergugat  menghabiskan  uang

Penggugat  untuk  mengkonsumsi  narkoba,  berjudi   dan  menjalin

hubungan dengan perempuan lain;

§ Bahwa saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah tempat

tinggal selama  1 bulan;

§ Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

§ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  menjalin  komunikasi,

tidak saling pedulikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-

masing sebagai suami isteri;

§ Bahwa  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berupaya

merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

§ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun

Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang

pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal

sebagaimana dicatat  dalam berita  acara  sidang perkara  ini  dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  telah

melangsungkan  perkawinan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang (Kutipan Akta Nikah Nomor

262/19/X/2018  tanggal  22  Oktober  2018)  (vide  bukti  P),  oleh  karena  itu

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga

penggugat  sebagai  istri  yang  telah  melaksanakan  perkawinan  menurut

ketentuan  yang  berlaku,  memiliki  legal standing  untuk  mengajukan  gugatan

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9

Tahun 1975 jo.  Pasal  73 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena para pihak beragama Islam dan perkawinan

mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 63

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974   jo.  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun  1975  jo.  Pasal  49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun

1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua Undang-Undang nomor  50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama,  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat

kepada  Penggugat  agar  bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat,

sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  Undang-Undang  nomor  50  Tahun  2009

tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh

atau  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk
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menghadap  di  persidangan  sedangkan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  itu

disebabkan  suatu  alasan  hukum  yang  sah,  dan  gugatan  Penggugat  telah

beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,  maka  berdasarkan  pasal  149  R.Bg

perkara  tersebut dapat diputus dengan  tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang,  bahwa  dikarenakan  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap di  persidangan,  maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan

cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah akan tetapi sejak 2018

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis,

terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat

dan Tergugat dikarenakan 

- Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat

- Tergugat sering menkonsumsi narkoba dan Tergugat juga seorang bandar

narkoba

- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat

- Tergugat membohongi Penggugat masalah mas kawin Tergugat bilang ada

akan tetapi  setelah diminta Penggugat ternyata mas kawin itu tidak ada

Hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1

bulan, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak  memberikan  jawabannya  karena  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

Majelis  Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

patut tidak  akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat

dengan  sengaja  tidak  mengindahkan  panggilan  tersebut  dan  dapat

dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat

tersebut,  akan  tetapi  ketidak  hadiran  Tergugat  dalam  perkara  ini  tidaklah

dianggap  sebagai  pengakuan   yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna  (Volledig)  dan  mengikat  (Bindend),  melainkan  hanyalah

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan  Penggugat dan masih harus
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didukung oleh bukti – bukti lain dan sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg  serta Pasal 1865 Kitab

Undang-Undang  Hukum  Perdata  sehingga  Penggugat  tetap  dibebani  wajib

bukti;

Menimbang,  bahwa untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatan Penggugat,

Penggugat  telah  mengajukan  bukti  surat  (bukti  P)  yang  dikeluarkan  oleh

pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan  dan

sesuai dengan aslinya sehingga  alat bukti P  tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 ayat (3) dan

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

oleh  karenanya  alat  bukti  P  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang

sah, dan belum bercerai sampai dengan sekarang, sebagaimana maksud pasal

2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut

mengacu kepada Pasal  19 huruf  (f)   Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka

untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, maka majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yaitu

pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  mendengar  keterangan  dua

orang saksi dari Penggugat yaitu Iin Apriana binti Sapri dan Eni bin Asri yang

dihadirkan di  persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada

halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan

175  RBg.  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  sehingga  patut

didengar keterangannya;

Menimbang,  bahwa  para  saksi  dari  Penggugat  tersebut  telah

memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu
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dengan  yang  lain  serta  mendukung  dalil  gugatan  Penggugat,  yaitu  bahwa

antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus  yang  disebabkan  karena  Tergugat  menghabiskan  uang  Penggugat

untuk  mengkonsumsi  narkoba,  berjudi  dan  menjalin  hubungan  dengan

perempuan lain dan sampai saat ini  Penggugat dan Tergugat telah berpisah

selama  1  bulan.  Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  menilai  kesaksian  tersebut

dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil

gugatan  Penggugat  dikarenakan  keterangan  para  saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang,  bahwa dari  keterangan  Penggugat  tersebut  dihubungkan

dengan  bukti  tertulis  (P)  serta  keterangan  saksi-saksi  di  persidangan  telah

ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada tanggal 20 Oktober 2018, tercatat di  Kantor Urusan Agama Sirah

Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor nomor akta nikah;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

bersama sebagai suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

telah  hidup  rukun  dan  harmonis  selama  kurang  lebih  3  hari  hingga  1

minggu, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan  Tergugat  menghabiskan  uang  Penggugat  untuk

mengkonsumsi  narkoba,  berjudi   dan  menjalin  hubungan  dengan

perempuan lain;

5. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal selama  1 bulan;
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6. Bahwa,  selama  pisah  rumah,  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan

sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina

rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan

perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang

berbunyi:

Artinya: “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa
kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang,  bahwa dengan  kondisi  rumah tangga  seperti  tersebut  di

atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan  suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum  Islam  menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  yaitu  adanya

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak

ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal  –  pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik

cerai talak maupun cerai gugat yaitu :
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- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus.

- Perselisihan  dan  pertengkaran  yang  menyebabkan  suami  istri  sudah

tidak ada harapan untuk kembali rukun.

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu  dengan  menghubungkan  fakta  –  fakta  yang  terjadi   dalam  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat

dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 3 dan 4 bahwa

semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian

tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar

langsung oleh saksi-saksi lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata

yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan

sebagai  alasan  perceraian  antara  Penggugat  dan Tergugat,  oleh  karenanya

unsur pertama telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 5  dan 6 yaitu

akibat  dari  pertengkaran  yang  terjadi  antara  Penggugat  dan  Tergugat

mengakibatkan  keduanya  telah  pisah  rumah  selama  1  bulan   dan  selama

berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, Tergugat

tidak memberikan nafkah wajib, antara keduanya tidak pernah pergi bersama

dan antara keduanya terlihat  mengurus dan memenuhi  kebutuhan hidupnya

sendiri-sendiri  maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  antara Penggugat

dan  Tergugat  sudah  tidak  terjalin  komunikasi  serta  sudah  tidak  saling

mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai  suami isteri  dan

tidak  ada  kemungkinan  untuk  hidup  bersama  lagi,  sehingga  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan

untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua

juga telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim dari awal persidangan dan pada setiap

persidangan telah berupaya  melakukan upaya damai dengan cara memberikan

arahan, nasihat dan pandangan yang cukup kepada Penggugat tentang betapa

buruknya akibat dari suatu perceraian, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan

Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil dan

Penggugat  tetap  bersikukuh  untuk  tetap  bercerai  dengan  Tergugat

sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur

ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  perselisihan  dan

pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan

cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk

sikap  dan  tindakan  fisik.  Tindakan  salah  satu  pihak  baik  Penggugat  atau

Tergugat pergi dari  tempat kediaman bersama selama  -   sampai sekarang,

serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat

merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak

lagi  mempedulikan  Penggugat   bahkan  Penggugat  tetap  pada  gugatannya

yakni  Penggugat  tetap  menuntut  cerai  terhadap  Tergugat  adalah  fakta  dan

merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Tergugat dan

Penggugat  dengan  melihat  bukti  dan  petunjuk  yang  ada,  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari

adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis

tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di

atas,  sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  mungkin  untuk  dapat

dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan
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Penggugat  telah memenuhi  maksud penjelasan Pasal  39 ayat  (2) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jis  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan

demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan

tidak melawan hukum;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  38/K/AG/1990  tanggal  22  Agustus  1991,  bahwa

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan

untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  534

K/Pdt/1996, tanggal  18 Juni  1996, “Bahwa dalam hal  perceraian tidak perlu

dilihat  dari  siapa  penyebab  percekcokan  atau  salah  satu  pihak  telah

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  yurisprudensi  tersebut,  maka

perceraian  tidak  perlu  dilihat  dari  siapa  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 

Artinya:  “dan  jika  mereka  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 

Artinya:  “Jika  keduanya  bercerai,  Maka  Allah  akan  memberi  kecukupan
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kepada  masing-masingnya  dari  limpahan  karunia-Nya.  dan  adalah

Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  alasan  perceraian  Penggugat  tidak  melawan  hak  dan  telah

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Jo.  Pasal 19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor  9

Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum

angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  dalam  perkawinan  antara

Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian

berdasarkan  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  (c)  gugatan  cerai  Penggugat  dapat

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut

dalam amar putusan ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun

1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua Undang-Undang nomor  50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama,  semua  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat  seluruh  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu  rupiah);
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 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

pada  hari  Selasa  tanggal  11  Desember  2018  Masehi   bertepatan  dengan

tanggal 3 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh kami H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo,

S.H. sebagai Ketua Majelis, Azwida, S.H.I. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-

masing sebagai  Hakim Anggota,  dengan dibantu oleh Jauhari,  S.H.  sebagai

Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota

dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD 

Azwida, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD 

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Hakim Anggota

TTD 

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD 

Jauhari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-

2. Biaya proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.   300.000,- 
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4. Materai Rp.      6.000,-

5. Redaksi                                                            Rp.        5.000,-   

Jumlah Rp.   391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu  rupiah
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